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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang tidak bisa 

dipisahkan. Perempuan sering kali digunakan alat strategi oleh partai politik. 

Perempuan sering dijadikan slogan untuk mencari suara akan tetapi setelah pemilu 

berlangsung partai politik akan lupa pada janjinya. Slogan tersebut dimaksudkan 

sebagai kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai 

politik. Perempuan sering dijanjikan setelah pemilu berakhir dan mencapai 

1
kemenangan akan dijadikan sebagai agenda politik. Akan tetapi janji kampanye 

itu tidak direalisasikan, bahkan proses penjaringan calon anggota legislative 

dilakukan perempuan tidak diajak. Kalaupun diajak perempuan ditempatkan di 

nomor bawah atau yang lebih dikenal dengan nomor sepatu. Dengan begitu jumlah 

keterwakilan perempuan dilembaga legislatif menurun.
1 

Di Indonesia kaum perempuan dapat menikmati hak-hak politiknya sejak 

sebelum kemerdekaan. Hal itu terbukti dengan adanya pengakuan terhadap 

kepemimpinan perempuan baik di dalam organisasi maupun dimedan pertempuran 

pada masa penjajahan. Setelah kemerdekaan aktualisasi perempuan dalam kehidupan 

politik mulai lebih baik. Lembaga legislatif merupakan cikal bakal DPR atau MPR 

sudah memiliki legislator perempuan. Bahkan mereka termasuk anggota-anggota 

yang vokal memberi sumbangan pemikiran kepada bangsa dan negara. Saat ini 
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jumlah wanita dalam dunia politik mengalami kenaikan cukup tajam baik yang aktif 

di lembaga legislatif pemerintah maupun di organisasi politik. Anggota DPR atau 

MPR periode 1987-1992 terdapat 50 orang perempuan anggota DPR dan 104 orang 

Perempuan anggota MPR. Padahal pada periode sebelumnya jumlah mereka relatif 

kecil. Jumlah wanita yang terjun dalam bidang pemerintahan juga semakin 

bertambah. Pada saat itu anggota DPR periode 2009-2014 terdapat 103 orang 

perempuan sedangkan pada periode 2014 - 2019 relatif menurun yang jumlahnya 97 

orang perempuan setara dengan 17,32 persen.
2
 

Di Indonesia ketentuan kuota telah dimasukkan ke dalam UU Pemilu tahun 

2003. Hal itu adalah suatu keberhasilan dari perjuangan kaum perempuan. Dengan 

kebijakan kuota 30% telah memberi semangat kepada  perempuan untuk terjun ke 

politik. Kuota 30% yang cukup dilakukan organisasi perempuan untuk berpolitik 

telah mampu mengubah persepsi perempuan tentang politik dengan tidak lagi 

memandang politik sebagai kegiatan yang kotor dan hanya untuk laki-laki. 

Munculnya kesadaran bahwa politik adalah sarana untuk melakukan perubahan 

terutama melalui undang undang yang mempunyai legalitas negara. Mengenai 

keberhasilan kuota diperlukan upaya dan perjuangan yang terus menerus agar 

semangat melakukan perubahan tetap hidup dengan terus memelihara kontinuitas 

aktivitas politik sehingga politik membawa manfaat bagi kehidupan perempuan. 

Gerakan Perempuan memperjuangkan keterwakilan perempuan 30 persen di 

parlemen merupakan gerakan memperjuangkan kehidupan politik yang demokratis 
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bagi seluruh perempuan bukan hanya di Indonesia tetapi dunia. Partai politik 

umumnya telah memiliki divisi dan organisasi sayap perempuan dalam struktur 

partai. Melalui struktur partai tersebut partai politik memiliki banyak peluang untuk 

memperluas jaringan kader perempuan dan mengoptimalkan kader perempuan untuk 

kegiatan partai termasuk dalam pemilu Penyusunan daftar calon legislatif yang 

mempersyaratkan adanya 30% kuota perempuan merupakan kemajuan yang harus 

diwujudkan oleh semua partai politik. Tekanan  penetapan caleg perempuan telah 

dilakukan oleh banyak pihak. Komisi pemilihan umum berjanji akan 

mempublikasikan dan menekan partai politik agar memperhatikan calon perempuan. 

Bahkan para pimpinan partai mengumbar janji bahwa mereka akan mengontrol 

keterlibatan perempuan dalam calon legislatif, mulai dari daerah hingga pusat 

sejumlah 30% dengan nomor urut jadi. Urutan calon perempuan di legislatif memang 

tidak mudah. Kepentingan laki-laki yang mendominasi perebutan kekuasaan masih 

enggan memberikan kesempatan pada perempuan. Hal tersebut tampak pada benturan 

sosial budaya dan ekonomi yang mempersepsikan perempuan tidak pantas masuk ke 

wilayah publik.
3
 

Sedikitnya perolehan kursi DPRD Provinsi Maluku untuk perempuan dalam 

anggota. Padahal terdapat quota 30% kursi anggota dewan perempuan. Kurangnya 

keterwakilan perempuan itu tidak terlepas dari kinerja anggota dewan perempuan 

sebelumnya. Bukan perempuannya yang tidak cerdas atau tidak melek politik tetapi 

tidak terlepas juga dari kinerja anggota dewan perempuan sebelumnya. Masalah ini 
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harus dilihat secara objektif dan dievaluasi secara menyeluruh. Ketidakyakinan 

perempuan terhadap calon legislatif perempuan dilihat dari kemampuan kualitas. 

Akibatnya mereka sendiri pun tidak yakin jika calon legislatif  perempuan bisa 

memperjuangkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Penyebabnya dari 

rekrutmen calon legislatif yang lebih mengutamakan calon legislatif bermodal dari 

pada calon legislatif yang berkualitas. Dampaknya kinerja dewan tidak ada karena 

fokus mengembalikan modal dan mengurus proyek. Pada akhirnya masyarakat dan 

daerah yang menjadi korban. Di sisi lain berharap agar ke depannya kesadaran, 

partisipasi, pendidikan, dan akses kaum perempuan dalam berpolitik dapat 

dikuatkan.
4
 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hadir sebagai sebuah partai politik yang 

tampilannya berbeda dibandingkan dengan partai politik yang ada. Mengingat PKS 

sebagai partai politik tidak hanya mengedepankan aspek politis dalam sepak 

terjangnya, tapi juga menjadikan moral agama sebagai basis gerakannya. Sehingga 

tidak jarang PKS dijuluki sebagai partai politik dakwah atau partai politik yang 

tampilannya lebih dirasakan sebagai gerakan dakwah. Menurut Burhanuddin (2008: 

86) secara non-konvensional, kader perempuan PKS juga aktif melakukan mobilisasi 

konsensus dan aksi dalam berbagai demonstrasi yang rajin di gelar oleh partai. Sistem 

sel kaderisasi partai melalui usrah juga tidak bisa mengetepikan peran kader 

perempuan. Dengan kata lain, PKS banyak berhutang budi kepada perempuan. Secara 
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internal, hanya 4 perempuan yang menjadi pengurus DPP PKS dari total sekitar 56 

pengurus. Itupun keempat-empatnya dikumpulkan di daerah. 

B. Rumusan Masalah 

Sebelum dirinci menjadi rumusan dan batasan masalah maka penelitian ini 

mengangkat masalah pokok adalah sebagai berikut “Pengaruh kebijakan partai 

politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintahan ( studi kasus 

pada DPW PKS Provinsi Maluku)”.
5
 

1. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka masalah 

dalam penelitian ini dirumuskan adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana model pemberdayaan perempuan di DPW PKS Provinsi Maluku? 

b. Bagaimana perempuan meningkatkan kualitasnya di legislatif? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan 

yang hendak dicapai dalam penulisan ini. Adapun tujuan penulisan ini agar 

memperoleh gambaran yang jelas dan tepat serta terhindar dari adanya 

interprestasi dan meluasnya masalah dalam memahami isi penulisan. Tujuan 

penulisan ini adalah: 

 Mendeskripsikan program Partai PKS terhadap perempuan untuk 

memperluas akses di dunia politik? 
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 Menganalisa perempuan dalam meningkatkan kualitas di legislatif? 

D. Manfaat Penelitian  

Berhubungan dengan tujuan penulisan di atas maka penulis paparkan 

bahwa manfaat dari penulisan ini adalah:  

a. Manfaat teoritis  

Dari segi teoritis penulisan ini merupakan kegiatan dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya wacana politik dalam gerakan 

perempun di partai politik.secara akdemis penulisan ini diharapkan mampu 

memberi sumbangan kepada IAIN Ambon khususnya kepada mahasiswa prodi 

sosiologi fakultas dakwah ushuluddin sebagai bahan bacaan yang bersifat 

ilmiah.
6
  

b. Manfaat praktis  

Sedangkan dalam praktis penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan 

pemahaman mengenai modal pemberdayaan perempuan di provinsi Maluku. 

Manfaat lain dalam penelitian ini bagi masyarakat adalah memberikan landasan 

berpikir standarisasi dan implementasi dalam hal pentingnya pemahaman 

perempuan dalam meningkatkan kualitas di legislatif. Bagi pengamat social dan 

politik, penulisan ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan analisa dan 

wacana kedepan memengenai kebijakan partai politik terhadap perempuan di 

pemerintahan DPW Partai PKS Provinsi Maluku. 
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E. Definisi Operasional  

Untuk mendapatkan kejelasan tentang judul penulisan ini agar terhindar dari 

kesalah pahaman, maka perlu untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap 

judul penulisan ini yaitu Pengaruh kebijakan partai politik dalam meningkatkan 

keterwakilan perempuan di pemerintahan pada DPW PKS Provinsi Maluku. 

Kiranya sangat diperlukan adanya penegasan yang terdapat dalam judul tersebut 

antara lain:  

1. Gerakan Perempuan yang ada di partai politik sangat berperan dalam 

menjalankan kebijakan. Posisi perempuan memiliki peranan penting di dalam 

partai politik. Partai PKS medorong seluruh kader perempuan sebagai elemen 

vital partai. Perempuan Bangsa merupakan subyek politik. Organisasi perempuan 

sayap dari partai politik, melalui organisasi sayap itu akan memperjuangkan 

tegaknya ideologi partai yang berbasis kerakyatan, pancasila. Perempuan Bangsa 

akan selalu setia pada perjuangan partai, pengabdian pada Allah, menjunjung 

tinggi kebenaran, menegakkan persatuan, sesuai dengan nilai Islam Ahlussunnah 

wal jamaah.
7
 

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik khususnya dalam 

kepengurusan partai sangat penting sebagai proses pembelajaran perempuan 

yang selama ini dianggap tidak memiliki kemampuan, kurang percaya diri dan 

kurang berpengalaman. Bergabung dalam partai politik akan memberikan 

pengalaman yang baik bagi perempuan. Berdasarkan kondisi tersebut maka tidak 

ada alasan bagi perempuan untuk tidak melakukan aktivitas politik. 
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2. Pemberdayaan perempuan realita yang berkembang di masyarakat dimana 

adanya sikap dan tindakan dikriminatif terhadap perempuan sebagai jenis 

kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki sehingga mengakibatkan kaum 

perempuan harus mengalami hambatan perkembangan dalam berbagai bidang 

kehidupan bahkan terancam kehidupannya. Pemberdayaan Perempuan adalah 

usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender 

dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
8
 Pemberdayaan perempuan sebagai 

sumber daya manusia potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas 

maupun kualitas tidak dibawah laki-laki. Namun kenyataannya masih dijumpai 

bahwa status perempuan dan peranan perempuan dalam masyarakat masih 

bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Tujuan 

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Untuk meningkatkan status, posisi dan 

kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.
9
 

F. Garis – Garis Besar Isi Proposal 

Garis – garis besar keseluruhan tulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima 

bab yang masing-masing merupakan kelanjutan dari yang lain dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional dan garis-

garis besar isi skripsi.  
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Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang terdiri dari: pengertian politik, 

kebijakan partai PKS, peranan perempuan di partai politik, peranan perempuan 

di pemerintahan, penelitian terdahulu.  

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, waktu dan 

lokasi penelitian, subjek penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisa data. 

Bab keempat, berisi tentang Penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: hasil 

penelitian dan pembahasan kebijakan partai politik terhadap peranan perempuan 

di pemerintahan (DPW Partai PKS Provinsi Malaku). 

Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan yang ingin di capai dalam 

penenlitian ini maka jenis penelitian yang di gunakan adalah bentuk penelitian 

kualitatif, dengan strategi pendekatan deskripsi analisis. Strategi pendekekatan ini 

di harapkan dapat mengungkap fakta dan pendapat yang sesuai dengan 

permasalahan yang di teliti dalam penelitian ini adalah Pengaruh kebijakan partai 

politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di pemerintahan (Studi kasus 

pada DPW PKS Provinsi Maluku). 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

Waktu penelitian ini di laksakan selama 1 (Satu) bulan setelah Proposal ini 

di Uji. Sedangkan penelitian ini akan di laksanakan pada DPW PKS Provinsi 

Maluku.. 

C. Sumber Data 

Sumber yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data primer yaitu sumber yang di peroleh dari sumber-sumber asli. 

Untuk mendapatkan data tersebut, maka peneliti akan memperoleh sumber data 

secara langsung di Ketua DPW dan anggota partai Keadilan Sejahtera Provinsi 

Maluku . Informan yaitu orang yang memeberikan informasi pada saat peneliti 

berada di lapangan di antaranya Ketua DPW PKS, bidang perempuan dan bidang 

pengorganisasian. Untuk menetukan informan maka peneliti pada prinsipnya 
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menghendaki seorang informan itu harus betul paham terhadap permasalahan yang 

di butuhkan.
43

  

2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh bukan dari sumber asli. Data tersebut 

di susun sesuai dengan kategori atau klasifikasi menurut keperluan tertentu. 

Data tersebut di peroleh dari sumber bahan bacaan atau dokumentasi seperti 

surat-surat pribadi, surat kabar, pribadi, buku harian, notulen rapat dokumen 

resmi dari instansi Pemerintah, surat kabar, majalah dan naskah hasil penelitian. 

Peneliti akan menggunakan bahan-bahan dokumentasi dari DPW PKS serta 

sumber-sumber bacaan lain terkait dengan permasalahn yang sedang di teliti 

dalam penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Oleh karena bentuk penelitian ini adalah Kualitatif bersama dengan sumber 

yang di tetapkan maka teknik pengumpulan data yang akan di gunakan dalam 

penelitian ini yaiti: 

1. Observasi Interaktif. Dimana teknik ini di lakukan secara langsung oleh peneliti 

saat memperoleh kedalaman data, nampak adanya kondisi interaktif antara 

peneliti dan informan yaitu: Ketua , bidang perempuan dan bidang 

pengorganisasian DPW PKS Provinsi Maluku. 

2. Wawancara, teknik ini tidak di laksakan dengan struktur yang ketat dan formal 

dengan maksud agar informasi yang di kumpulkan memiliki kedalaman yang 

cukup. Teknik ini akan di pandu dengan daftar pertanyaan yang di tujukan 

kepada para informan. 
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3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara 

menganalisis data-data tertulis dalam dokumen-dokumen seperti catatan harian, 

transkip, surat kabar, buku dan media cetak lainnya. 

F. Teknik AnalisabData  

Dalam penelitian ini peneliti perlu menjelaskan mekanisme kerja model 

analisis interaktif dalam penelitian kualitatif yang di kemukakan oleh Miles dan 

Huberman bahwa yang nantinya akan di manfaatkan dalam penyajian data. Untuk 

mempermudah pemahaman peneliti terhadap teknik analisa data tersebut di atas 

maka. Menjelaskan yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data, dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul di 

rumuskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat yang terekam ke dalam 

catatan-catatan yang di sebut fieldnotes. Rekaman inilah yang selanjutnya di 

olah sehingga pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan dalam permasalahan 

peneliti melalui bukti-bukti empiris yang di peroleh di lapangan. 

2. Reduksi Data adalah proses mengubah rekaman ke dalam pola, Fokus, Kategori 

atau pokok permasalahan tertentu. Pada tahap ini data yang terkumpul dan 

terekam dalam catatan-catatan lapangan di rangkum dan di seleksi. Kegiatan ini 

juga menyangkut proses penyusunan data dalam berbagai fokus kategori atau 

pokok permasalahan yang sesuai. 

3. Sajian Data, pada tahap ini selanjutnya data di olah lagi dengan menyusun atau 

menyajikannya kedalam matriks-matriks (tempat catatan) yang sesuai dengan 

keadaan data. Matriks berfungsi untuk memilah-milah data yang telah di 
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reduksi, memudahkan pengkontruksian data dan memudahkan mengetahui 

cukupan data yang terkumpul. 

4. Pengambilan Kesimpulan/Verifikasi. Dari proses reduksi data, penyajian data, 

peneliti menghasilkan pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang 

keseluruhan data yang di olah. Pada tahap ini di cari kesimpulan dari data yang 

telah di reduksi dan di sajikan.
44
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Dalam kondisi persaingan dunia politik yang cukup sengit, sehingga banyak 

tuntutan untuk partai politik agar mampu bersaing minimal bertahan, dan kalau bisa 

partai politik tersebut menjadi pemenang dalam pemilu. Untuk itu partai politik harus 

melakukan Marketing Public Relations dalam menjalankan setiap program kerjanya.  

Aktivitas Marketing Public Relations dilakukan untuk mencari apa saja yang 

menjadi kebutuhan dan memberikan kepuasan pada masyarakat, menentukan segala 

hal dalam setiap program kerja yang sudah diketahuinya, dan menyampaikannya 

kepada masyarakat.  

Dalam Bab ini, akan dibahas apa yang ditemukan peneliti dari analisis yang 

dilakukan diantaranya adalah;  

B. Saran  

Berdasarkan dari berbagai uraian pada bab 1, 2 dan 3, maka dapat 

dikemukakan berbagai saran bagi peningkatan peran PKS dalam aktivitas 

Marketing Public Relation. Saran-saran tersebut dijabarkan sebagai beriku :  

1. Untuk memasarkan produk politik dan membentuk Citra PKS memerlukan 

dana yang tidak sedikit. Untuk itu, PKS harus mengoptimalkan peran tim fund 

raising yang telah dibentuk untuk melakukan pengumpulan dana yang lebih 

gencar dan termanajemen dengan baik. Taktik pengumpulan dananya pun harus 

lebih dikembangkan, karena sebenarnya PKS mempunyai potensi besar untuk itu.  
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2. Sebagai partai yang bersih dan peduli, hendaknya PKS mampu meredam isu 

yang beredar dimasyarakat terkait kasus keterlibatan korupsi anggota nya. Dan 

meredam isu-isu negatif tentang partai ditengah masyarakat, yang akan berakibat 

merubah pandangan masyarakat terhadap PKS.  
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